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ABSTRAK 

PT. X sebagai Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan nilai Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Wajib Pajak yang melakukan penyerahan wajib 

menerbitkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sampai dengan pembuatan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) pada 

PT. X di tahun 2021 dengan alasan adanya keterlambatan dalam pelaporan Faktur 

Pajak dan SPT Masa PPN masa pajak 2016. Penerbitan STP ini menjadi landasan untuk 

menganalisa lebih lanjut terkait bagaimana langkah selanjutnya yang perlu PT. X 

lakukan sebagai Wajib Pajak untuk yang pertama kali nya mendapatkan Surat Tagihan 

Pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab DJP menerbitkan 

STP dan prosedur permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas 

penerbitan STP. Pengkajian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk 

menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan 

mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan 

sebuah solusi. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa PT. X telah membuat Faktur 

Pajak secara tepat waktu dengan cara manual tetapi di tahun yang sama DJP telah 

mengesahkan untuk pembuatan Faktur Pajak dilakukan secara elektronik. Akibat 

keterbatasan pengetahuan terkait pengaturan perpajakan membuat PT. X dianggap 

terlambat dalam melaporkan Faktur Pajak. PT. X diharapkan dapat mengajukan 

Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan hukum 

perpajakan yang berlaku. 

 
Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Surat Tagihan Pajak, Permohonan Pengurangan 

atau Penghapusan Sanksi, Faktur Pajak, STP. 
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ABSTRACT 

Ltd. X as a Corporate Taxpayer who has been confirmed as a Taxable Entrepreneur (PKP) 

has the obligation to deposit and report the value of Value Added Tax (VAT). Taxpayers 

who make submissions are required to issue Tax Invoices and Tax Deposit Letters until the 

issuance of Periodic VAT Notification Letters (SPT). The DGT issues a Tax Collection 

Letter (STP) at Ltd. X in 2021 on the grounds that there was a delay in reporting Tax 

Invoices and SPT Period VAT for the 2016 tax period. The issuance of this STP is the basis 

for further analysis regarding what the next steps need to be for Ltd. X acts as a Taxpayer 

for the first time to receive a Tax Collection Letter. The purpose of this research is to 

analyze the causes of DGT issuing STPs and the procedures for requesting a reduction or 

abolition of administrative sanctions for issuing STPs. This study was conducted through a 

qualitative research method with a case study approach, namely descriptive research used to 

investigate and understand an event or problem that has occurred by collecting various kinds 

of information which are then processed to obtain a solution. Based on the analysis it was 

found that Ltd. X has made Tax Invoices in a timely manner manually but in the same year 

the DGT has authorized Tax Invoices to be made electronically. As a result of limited 

knowledge regarding tax regulations, Ltd. X is considered late in reporting the Tax Invoice. 

Ltd. X is expected to be able to submit an Application for Reduction or Elimination of 

administrative sanctions in accordance with applicable tax law. 

Keywords: Value Added Tax, Tax Invoice, Request for Reduction or Elimination of 

Sanctions, Tax Invoice, STP. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan 

nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah beberapa 

kali telah dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2021. Pajak 

Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan tergolong 

dalam jenis pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak langsung karena PPN tidak 

langsung disetorkan kepada negara, akan tetapi disetorkan oleh pedagang dengan 

beban pajak yang ditanggung oleh konsumen terakhir. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 14 ayat (1d) menjelaskan bahwa DJP 

(Direktorat Jenderal Pajak) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila 

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat 

faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Tujuan penerbitan Surat Tagihan 

Pajak (STP) kepada PKP yakni untuk memungut pajak sanksi administrasi berupa 

denda yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh PKP bertambah. 

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan upaya administrasi terkait sanksi 

administrasi dengan membuat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi yang diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Peraturan 

Perpajakan Pasal 36 1 (a) dengan prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

8/PMK.03/2013. 

PT X merupakan salah satu klien di Kantor Jasa Akuntan Sigit Wijanarko. 

PT X merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di bidang kontruksi 

di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di Tahun 2021, PT X mendapatkan Surat 

Tagihan Pajak (STP) PPN tahun pajak 2016 dengan alasan adanya keterlambatan 

pelaporan SPT Masa September hingga Desember dan keterlambatan pelaporan 

Faktur Pajak. Sebagai Wajib Pajak, PT X memiliki hak untuk mengajukan 
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permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Surat Tagihan Pajak. Dengan 

fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam Laporan 

Tugas Akhir dengan judul yaitu “PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI 

ADMINISTRASI PADA SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PPN STUDI 

KASUS PT X CLIENT KJA SIGIT WIJANARKO”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari Latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Apa penyebab diterbitkan nya STP pada PT X?  

2. Bagaimana proses penyelesaian PT X atas diterbitkannya STP?  

1.3 Tujuan 

1. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dampak 

perubahan kebijakan pemerintah faktur PPN manual menjadi E-Faktur pada 

Pengusaha Kena Pajak PT X  

2. Untuk mengetahui upaya penanganan atas diterbitkannya STP pada PT X  

1.4 Manfaat 

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya : 

1. Untuk menambah wawasan tentang pemahaman mengenai permasalahan di 

bidang perpajakan, terutama berkaitan dengan pengurangan sanksi 

administrasi Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menerapkan teori perpajakan yang telah penulis peroleh dari bangku kuliah 

dengan pengimplementasianya di dunia kerja. 

3. Memperkenalkan dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Vokasi 

Universitas Airlangga dengan KJA Sigit Wijanarko. 

4. Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca yang dapat digunakan untuk 

sumber referensi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan 

keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Perpajakan Edisi 

Revisi 2013, mendefinisikan Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 2011:1) 

2.2 Jenis Pajak 

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam buku Perpajakan 

edisi terbaru 2018, Jenis Pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu menurut 

golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

1. Menurut Golongannya. 

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 
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2. Menurut Sifatnya.  

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM).  

3. Menurut Lembaga Pemungutnya.  

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.  

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk mebiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah 

terdiri atas Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota 

(Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan). 

2.3 Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi 

barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat 

dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN termasuk dalam golongan 

pajak tidak langsung karena pemungutannya disetorkan oleh pihak lain yang 

bukan penanggung pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) yang sebelumnya 10% meningkat menjadi 11%.  

Sebelum di terapkannya Pajak Pertambahan Nilai, Pemerintah 

Indonesia menerbitkan Pajak Peredaran dengan dasar hukum Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. Pajak 

Peredaran melakukan pungutan atas pemakaian barang umum, dan 
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dikenakan pada penyerahan barang-barang yang ada di peredaran bebas 

dengan tarif 2% setiap penyerahan barang dan juga jasa. Penerapan Pajak 

Peredaran hanya berlangsung selama sembilan bulan. Undang-Undang 

Darurat Nomor 19 Tahun 1951 telah mengganti Pajak Peredaran menjadi 

Pajak Penjualan dengan pungutan atas harga barang-barang yang bukan 

kebutuhan pokok masyarakat dan dikenakan atas penyerahan jasa kecuali 

Jasa Notaris, Akuntan atau Advokat.  

Pemberlakuan Pajak Penjualan digantikan oleh Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) secara resmi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah. alasan penggantian ini karena pajak penjualan 

dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat 

dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk 

meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan 

pembebanan pajak. Tercatat terjadi empat kali perubahan dalam 

penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:  

1. Perubahan pertama dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 

tahun 1994 yang berlaku pada tanggal 1 januari 1995. 

2. Perubahan kedua dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2000 yang berlaku pada tanggal 1 januari 2001. 

3. Perubahan ketiga dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 

tahun 2009 yang berlaku pada tanggal 1 april 2010. 

4. Perubahan keempat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 yang berlaku pada tanggal 1 april 2022. 

2.4 Subjek Pajak PPN 

Secara umum, pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan 

pajak. dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat dua subjek pajak, 

yaitu :  

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)  

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Fungsi pengukuhan 
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Pengusaha Kena Pajak selain digunakan untuk mengetahui identitas 

Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Terhadap 

pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

negara akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan 

dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak empat 

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut 

ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang 

melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu 

tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang 

dijatuhkan.  

Kewajiban perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan 

secara jabatan, dimulai saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpjakan, 

paling lama lima tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak. 

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 

perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di tempat pelaporan yang sesuai, yaitu : 

a. Bagi Pengusaha Orang Pribadi, adalah pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 

Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 

b. Bagi Pengusaha Badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan 

Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 

c. Bagi Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat 

kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak 
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(DJP), adalah baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha 

maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. 

d. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu (yaitu wajib pajak orang 

pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, 

misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa 

pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya disamping 

pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal wajib pajak juga pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib 

pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat kegiatan wajib pajak dilakukan. 

e. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak 

dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat 

pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

2. Pengusaha Kecil 

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 

dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-. 

Apabila melebihi dari peredaran bruto yang telah ditetapkan, pengusaha 

kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah 

peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas 

pengusaha kecil. (Mardiasmo, 2016:328) 

2.5 Faktur Pajak 

Aturan pertama yang mengatur tentang faktur pajak, UU PPN 1984 

Pasal (23) menyebutkan bahwa Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak 

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak 

merupakan sebuah dokumen penting sebagai bukti bahwa pengusaha telah 
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memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli. Sedangkan bagi 

pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak maka Pengusaha Kena Pajak 

dapat mengkreditkan/mengurangi PPN yang harus dibayar.  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1985, merupakan 

aturan pertama kali pemberlakuan faktur pajak di Indonesia, pada aturan 

tersebut faktur pajak hanya terdapat satu jenis dan diisi secara manual. 

Berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 2000 Pasal 13 ayat (1), Faktur 

Pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu : 

1. Faktur Pajak Standar. 

2. Faktur Pajak Sederhana. 

3. Faktur Pajak Gabungan. 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5) menghapus Faktur 

Pajak Sederhana, sehingga hanya terdapat Faktur Pajak dan Faktur Pajak 

Gabungan. Pada Faktur Pajak wajib mencantumkan keterangan dengan 

rincian: 

a) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan 

Barang Kena Pajak atau Jaa Penerima Jasa Kena Pajak. 

a) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang 

Kena Pajak atau Jasa Penerima Jasa Kena Pajak. 

b) Jenis Barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan 

Potongan Harga. 

c) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. 

d) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut. 

e) Kode, Nomor Seri, dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan 

f) Nama dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani Faktur 

Pajak. 

Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 

(5) bahwa faktur pajak yang tidak diisi lengkap sesuai ketentuan akan 

berimbas pada tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas penyerahan 

tersebut.  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI... FATCHIYA A. A. G.



9 

 

 

Pada tanggal tahun 2014, pemerintah menerbitkan DJP No. PER 

17/PJ/2014 menetapkan bahwa untuk pengisian faktur pajak Pengusaha 

Kena Pajak wajib membuat E-Faktur. Faktur pajak Elektronik atau E-Faktur 

merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik. 

Instalasi aplikasi e-faktur dapat diunduh pada laman djp.go.id sehingga 

Pengusaha Kena Pajak akan lebih mudah dan praktis dalam pembuatan SPT 

Masa PPN. Terkait pembuatan e-faktur Pengusaha Kena Pajak wajib 

mengirim surat permohonan kepada Direktorat Jenderal pajak untuk 

mrmiliki :  

1. Sertifikat Elektronik (prasyarat untuk mendapatkan layanan 

perpajakan secara elektronik, seperti e-Faktur dan e-Nofa untuk 

mengajukan permintaan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak). 

2. Kode Aktivasi dan Password (untuk mengakses e-Nofa). 

3. Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak 

Tujuan diberlakukannya e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah di periksa kembali sekaligus 

perlindungan bagi Pengusaha Kena Pajak dari pengkreditan Pajak Masukan 

yang tidak sesuai. Selain itu, penggunaan Nomor Seri yang 

acak/sembarangan pasti akan secara otomatis di tolak oleh aplikasi karena 

pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi 

Pengusaha Kena Pajak. Aplikasi E-Faktur juga untuk membuat SPT Masa 

PPN sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak perlu membuat secara terpisah 

dan tidak pelu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). E-Faktur 

secara resmi digunakan untuk Pengusaha Kena Pajak kawasan Jawa-Bali 

pada tanggal 1 Juli 2015 dan seluruh Pengusaha Kena Pajak di Indonesia 

pada tanggal 1 Juli 2016. 

2.6 Surat Pemberitahuan 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yang disempurnakan Undang Undang No. 7 

Tahun 2021 Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
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perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau  harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib 

Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk 

melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang 

Mewah (PPnBM) yang terutang. Kewajiban melapor SPT masa PPN harus 

dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai 

Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan SPT masa 

PPN adalah pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak 

yang bersangkutan (tanggal 30 atau 31). Kecuali di bawah kondisi tertentu 

seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-

80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan 

berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Menurut Undang 

UndangNomor 28 Tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 

akhir masa pajak.  

2.7 Sanksi Administrasi 

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. 

Atau dengan kata lain sanksi perpajakanmerupakan alat pencegah agar 

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). 

Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat E-Faktur tetapi 

tidak membuat E-Faktur yang tidak mengikuti tata cara yang sudah 

ditentukan, akan dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 1% (dua persen) dari Dasar Pengenaan 

Pajak sesuai pada pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

Sanksi administrasi juga dapat dikenai pada Pengusaha Kena Pajak 

apabila tidak memenuhi batas waktu dalam pelaporan SPT PPN. 

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat (3) Undang-Undang 

Ketentuan yaitu Bagi SPT Masa, batasan waktu yang diberikan paling lama 
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20 hari setelah akhir Masa Pajak Sanksi Pasal 7 ayat (1) bagi Wajib pajak 

yang telat lapor SPT Masa PPN dikenai denda sebesar Rp. 500.000 dan RP. 

100.000 untuk SPT Masa lainnya.  

2.8 Pemeriksaan 

Ditjen Pajak menegaskan pengenaan sanksi pajak guna menguji 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, DJP 

memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak. 

Pemeriksaan merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh DJP sebelum 

keputusan pengenaan Sanksi Pajak pada Wajib Pajak.  

Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan DJP secara objektif dan 

profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pada tujuan pemeriksaan 

Terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan sebelum pengenaan 

sanksi pajak dan pemeriksaan yang dilakukan karena adanya indikasi 

ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data 

konkret maupun hasil analisis resiko. Selanjutnya terdapat pemeriksaan 

rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan 

hakdan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. DJP 

melakukan dua kali pemeriksaan sebelum Wajib Pajak diputuskan untuk 

dikenai sanksi yakni :  

a. Pemeriksaan Lapangan. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 

empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan 

bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan 

hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

b. Pemeriksaan Kantor. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 

tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam bulan 

dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat 

panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor hingga tanggal 

Laporan Hasil Pemeriksaan. 
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Wajib Pajak juga mempunyai hak atas Pemeriksaan yang dilakukan oleh 

DJP :  

a. Meminta Pemeriksa Pajak untuk melihat tanda pengenal 

pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan, melihat surat 

pemberitahuan pemeriksaan lapangan, melihat surat yang berisi 

perubahan tim pemeriksa jika susunan keanggotaan mengalami 

perubahan. 

b. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). 

c. Hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu 

yang ditentukan. 

d. Mengajukan permohonan Quality Assurance pemeriksaan 

dalam hal sebelum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan. 

e. Mengisi kuisioner terkait pelaksanaan pemeriksaan. 

Setelah dilakukannya pemeriksaan, DJP menerbitkan produk Surat 

Panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir sesuai 

dengan PMK. No. 17/PMK.03/2013 Pasal 55 ayat (1) Pemeriksa Pajak 

memanggil Wajib Pajak dengan jangka waktu tiga hari kerja. Selanjutnya 

DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. 

2.9 Surat Tagihan Pajak 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan Surat 

tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi 

administrasi yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana 

mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana penagihan pajak. Surat 

Tagihan Pajak (STP) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Surat 

Ketetapan Pajak. STP diterbitkan setelah DJP melakukan penelitian data 

administrasi perpajakan, melakukan pemeriksaan, atau melakukan 

pemeriksaan ulang. Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14 Pasal (1) :  

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
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2. Adanya salah tulis dan/atau salah hitung yang menyebabkan 

kekurangan pembayaran pajak dari hasil penelitian; 

3. Pengenaan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga kepada 

Wajib Pajak; 

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak atau 

terlambat membuat faktur pajak; 

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi 

faktur pajak secara lengkap, selain identitas pembeli BKP atau 

penerima JKP serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan 

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; 

6. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada 

Wajib Pajak dengan dasar petunjuk adanya imbalan bunga dari : 

a. penerbitan keputusan; 

b. penerimaan putusan; atau 

c. penemuan data atau informasi. 

Penerbitan STP dalam kaitannya dengan imbalan bunga 

dilakukan dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, 

atau ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya 

imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib 

Pajak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 PMK Nomor 18 

Tahun 2021. 

7. Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam 

jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (4). 

Poin alasan nomor 7 (tujuh) merupakan tambahan dasar 

penerbitan STP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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Sanksi Pajak yang tercantum pada Surat Tagihan Pajak harus 

dilakukan dalam satu bulan sejak tanggal diterbitkannya STP. Setelah DJP 

melakukan penelitian data administrasi perpajakan, pemeriksaan, atau 

pemeriksaan ulang menyebabkan terpenuhinya kondisi di atas, DJP dapat 

menerbitkan STP kepada Wajib Pajak. Jangka waktu maksimal penerbitan 

STP adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali untuk beberapa 

kondisi berikut : 

1. STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan 

SKPKB serta SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, 

Putusan Banding, serta Putusan PK. 

2. STP atas sanksi administratif Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang 

KUP diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan 

SK Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya 

banding; dan 

3. STP atas sanksi administratif Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang 

KUP diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan 

Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang 

terbuka untuk umum. 

4. STP atas sanksi administratif Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang 

KUP diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima 

Putusan Peninjauan Kembali oleh DJP. 

2.10  Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 

Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1a) Undang-

Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi “Dalam hal sanksi 

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 

kesalahannya.” Ketentuan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak yang 
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melakukan pelanggaran akan tetapi sifat pelanggaran tersebut adalah karena 

kekhilafan.  

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

8/PMK.03/2013 Pasal 5 ayat (7) Permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan oleh Wajib pajak paling 

banyak dua kali. 

Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (8) pengajuan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi yang kedua harus diajukan dalm jangka 

waktu paling lama tiga bulan sejak surat pertama dikirim.  Direktur jenderal 

Pajak dalam waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat diterima, 

akan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi mengabulkan seluruhnya 

atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak. 
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BAB 3 

METODE KAJIAN STUDI KASUS 

3.1 Objek 

Objek yang digunakan pada pengumpulan dan pengolahan data 

Laporan Tugas Akhir adalah Surat Tagihan Pajak (STP) PT X. Dalam 

menyelesaikan permasalahan perpajakannya, PT X dibantu oleh KJA Sigit 

Wijanarko yang bertempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, 

Kabupaten Jombang, Jawa Timur.  

3.2 Waktu 

Proses pengumpulan data dan pengerjaan Laporan Tugas Akhir 

membutuhkan waktu empat bulan, dimulai sejak tanggal 2 Januari 2023 

hingga 28 April 2023. Studi kasus yang dibahas adalah untuk penyusunan 

Laporan Tugas Akhir yang dikaji berdasarkan beberapa permasalahan yang 

terjadi di PT X. 

3.3 Metode Kajian 

Metode yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar metode penelitian deskriptif 

kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan 

pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. 

(Mukhtar, 2013:10) 

Sedangkan menurut, Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme 

yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah 

dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2008:15). 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pelaksanaan  

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Kontruksi 

yang bertempat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Fokus utama bisnis 

yang dijalankan oleh PT X yaitu Jasa Pelaksana Untuk Kontruksi Bangunan. 

Selain itu, PT X juga menawarkan jasa pelaksana untuk kontruksi saluran 

air, kontruksi instalasi pengolahan air, kontruksi jalan raya, kontruksi 

pekerjaan jembatan, dan kontruksi bangunan stadion untuk olahraga.  

Sebagai Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak diharuskan untuk 

menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, Wajib Pajak harus 

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat 

waktu dan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dalam 

perundang-undangan perpajakan. Pada tahun 2020 PT X menerima Surat 

Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data bahwa adanya 

keterlambatan dalam penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan 

(SPT) PPN Masa September-Desember dan keterlambatan membuat dan 

atau melaporkan faktur pajak di tahun pajak 2016. sehingga PT X dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda. PT X sebagai klien Kantor Jasa Akuntan 

Sigit Wijanarko diminta untuk dibuatkan Surat Permohonan Pengurangan 

Pengurangan atau Penghapusan Surat Tagihan (STP) Pajak yang kedua 

dengan alasan bahwa Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan 

Surat Tagihan Pajak (STP) pertama telah dikerjakan oleh Kantor Konsultan 

terdahulu sebelum menekan kontrak kerjasama dengan Kantor Jasa 

Akuntan Sigit Wijanarko.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penyebab diterbitkannya STP 

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan 

pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang 
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berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi 

kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak (Undang-Undang 

Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007). Surat Tagihan Pajak di terbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan PT X telat melaporkan 

SPT Masa PPN. Kasus ini bermula pada saat tahun 2019, PT X 

menerima Surat Perintah Pemeriksaan dengan rincian: 

Nomor  : PRIN-00277/WPJ.13/KP.SIS/2019 

Tanggal  : 20 November 2019 

Perihal   : Perintah Pemeriksaan 

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan 

dikarenakan di tahun 2016, hampir semua transaksi PT X dilakukan 

dengan bendaharawan, sehingga ditemukanlah adanya sindikat 

indikasi bahwa PT X telat melaporkan SPT Masa PPN dan telat 

dalam melaporkan Faktur Pajak. DJP melakukan pemeriksaan  

terkait satu, beberapa, atau semua jenis pajak sebagai pelaksanaan 

dari Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184/PMK.03/2015. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, DJP 

menerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan rincian: 

Nomor   : SPHP-00151/WPJ.13/KP.0105/RIKS/2020 

Tanggal : 20 November 2020 

Perihal  : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

Dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut  

ditemukan: 
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Tabel 4.1 Rincian Hasil Pemeriksaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Sumber: diolah dari data Hasil Pemeriksaan 

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, 

dan setuju dengan pemaparan hasil pemeriksaan, PT X menerima 

Surat Panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan 

akhir hasil pemeriksaan. 

Nomor   : S-16470/WPJ.13/KP.01/2020 

Tanggal : 16 Desember 2020 

 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK No.17/PMK.03/2013 

Pasal 55 ayat (1) Dalam rangka menandatangani berita acara 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memanggil 

PT X dengan jangka waktu paling lama tiga hari kerja setelah surat 

panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan. Setelah satu bulan sepakat dan menandatangani 

Berita Acara Pembahasan Akhir, Surat Tagihan Pajak pun diterbitkan 

oleh DJP dengan rincian berikut: 

No. Hasil Pemeriksaan Jumlah Dasar 

Hukum 

1.  DPP PPN Rp. 34.943.382.992 - 

2.  Adanya denda terlambat 

melaporkan PPN Masa 

Pajak Juli s.d Desember 

Rp. 3.000.000 Pasal 7 ayat 

(1) UU KUP 

3.  Adanya denda terlambat 

membuat/melaporkan 

Faktur Pajak selama 

tahun 2016 

Rp. 349.433.834 Pasal 14 

ayat (1) UU 

KUP 
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Nomor    : 00009/207/16/701/21 

Tanggal Penerbitan : 19 Januari 2021 

Tanggal Jatuh Tempo : 18 Februari 2021 

Masa Pajak  : Januari sd. Desember 2016 

Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa 

mengenai SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT X, Direktorat 

Jenderal Pajak menerbitkan produk hukum yakni Surat Tagihan 

Pajak Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2016.  

Dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2016, 

terdapat perbedaan nominal dengan surat hasil pemeriksaan yang 

telah dipaparkan pada penulis di halaman 18 tabel 4.1 Rincian Hasil 

Pemeriksaan, hal ini dapat disebabkan karena adanya peninjauan 

kembali pada pemeriksaan. Penulis menggunakan STP sebagai 

acuan dalam perhitungan sanksi administrasi dengan alasan STP 

merupakan produk akhir yang diterbitkan oleh DJP setelah 

dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, serta STP 

merupakan sarana DJP untuk mengenakan sanksi dan menagih pajak 

Wajib Pajak.  

Tabel 4.2 Rincian STP PPN PT X 

Sanksi 

Administrasi 

Perhitungan Jumlah 

Denda Pasal 7  Rp. 500.000 X 4 

(Rp. 500.000 X per-STP 

Masa PPN) 

Rp. 2.000.000 

Denda Pasal 14 (4) Rp. 34.943.382.992 X 1% 

(DPP X Tarif) 

Rp. 349.433.834 

Total   Rp. 351.433.834 

                       Sumber : diolah dari data STP PPN PT X 
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PT X dikenai sanksi denda pasal 7 (KUP) sebesar RP. 2.000.000 

dikarenakan PT X terlambat dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada September, Oktober, 

November, dan Desember. PT X juga dikenai sanksi denda pasal 14 

ayat (4) sebesar Rp. 439.433.834 dari perhitungan DPP dikali tarif 

1% sesuai dengan undang-undang yang berlaku di tahun penerbitan 

STP. PT X diterbitkan STP di bulan Januari 2021 sehingga dasar 

hukumnya mengikuti undang-undang cipta kerja. total sanksi yang 

harus dibayar oleh PT X adalah sebesar RP. 351.433.834. 

4.2.2 Penyelesaian atas diterbitkannya STP 

Keberatan dengan sanksi yang diberikan, PT X membuat 

pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.8/PMK.03/2013, PT 

X mengajukan permohonan pertama dibantu oleh Kantor Konsultan 

Pajak terdahulu dengan alasan kekhilafan. Setelah mengetahui 

Permohonan pertama ditolak, Kantor Jasa Akuntan segera membuat 

permohonan kedua dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

sesuai PMK No.17/PMK.03/2013 Pasal 4 ayat (3b) “untuk 

permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan sepanjang jangka waktu (3) tiga bulan. Berikut ini 

alasan PT X mengajukan Permohonan Pengurangan atas 

Penghapusan Surat Tagihan Pajak : 

1. Dikarenakan pada tahun 2016, adanya peralihan pembuatan 

faktur manual menjadi faktur elektronik (E-Faktur), PT X 

menyatakan belum siap menerbitkan E-Faktur karena 

kurangnya pemahaman tentang perpajakan, akan tetapi PT X 

tetap menerbitkan Faktur Pajak secara manual. 

2. PT X mengalami kesulitan likuiditas sehingga 

mempengaruhi kelangsungan usahanya. Sesuai dengan nilai 

Current Asset Ratio (CAR) dalam laporan keuangan 2021 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI... FATCHIYA A. A. G.



22 

 

Rp 5.537.197.575 ÷ Rp 12.375.602.641 = 0,44% hal ini 

menunjukkkan tingkat likuiditas Wajib Pajak yang masih 

cukup rendah, sehingga kesulitan untuk melunasi sanksi 

adminitrasi.  

3. Pada tahun 2016, mayoritas transaksi penyerahan jasa yang 

dilakukan PT X dipungut oleh Bendahara Pemerintah, 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

563/KMK.03/2003 sebelum transaksi pembayaran oleh 

Satuan Kerja (SatKer) Instansi Pemerintah (Bendahara 

Pemungut PPN) dilakukan, validasi Faktur Pajak telah 

dilakukan oleh SatKer terkait pengisian data faktur pajak. 

setelah validasi faktur Pajakdinyatakan sesuai/valid, baru 

kemudian PPN disetor oleh SatKer atas nama PT X. dapat 

disimpulkan bahwa Faktur sudah diterbitkan oleh Wajib 

Pajak, sehingga sanksi terkait STP Pasal 14 (4) dengan 

nomor kohir 00009/107/16/701/21 atas diterbitkannya 

Faktur Pajak.  

Dengan alasan-alasan tersebut maka PT X memohon untuk 

pengurangan/penghapusan sanksi adminitrasi menjadi Rp. 

125.850.910 yaitu dari transaksi penyerahan kepada selain 

pemungut yang belum atau terlambat diterbitkan faktur pajak.  

Adapun bukti-bukti yang dilampirkan oleh PT X :  

a) STP PPN Masa Desember 2016 

b) Laporan Keuangan PT X 2021 

c) Rekening Koran 2016 

4.3 Solusi 

Sesuai Penjelasan yang telah diuraikan diatas, solusi yang dapat 

diterapkan oleh Wajib Pajak jika mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) 

yaitu mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
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mendaftar dengan ketentuan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 serta menyertakan lampiran bukti yang 

valid dan dapat dipercaya.  

Surat Keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan 

Surat Tagihan Pajak  diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak pada tanggal 

19 januari 2021. Dalam Surat Keputusan ini menjelaskan bahwa Direktorat 

Jenderal Pajak menolak Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Surat 

Tagihan Pajak yang diajukan oleh PT X. Pada akhirnya PT X tidak memiliki 

kesempatan untuk mengajukan permohonan pengurangan PT X perlu 

membayar sanksi adminitrasi pasal 7 sebesar Rp 2.000.000 dan denda pasal 

14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp 349.432.834. PT X pembayaran sanksi 

administrasi dilakukan dengan cara di angsur sesuai dengan alasan nomor 

dua (2) pada Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Surat 

Tagihan Pajak, yakni adanya kesulitan likuiditas sehingga memenuhi 

persyaratan untuk membayar sanksi administrasi dengan cara diangsur 

dengan dasar hukum Pasal 20 PMK Nomor 242/PMK.03/2014. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan permasalahan yang diatas adalah :  

1. PT X mendapatkan Surat Pemeriksaan di tahun 2020 atas tahun pajak 2016, 

dengan rincian adanya keterlambatan dalam penyampaian dan pelaporan 

SPT Masa PPN dan Faktur Pajak. STP pun diterbitkan sebagai produk 

terakhir dari rangkaian kegiatan pemeriksaan pajak. Dilakukannya 

pemeriksaan pajak pada PT X, karena di tahun 2016 hampir semua transaksi 

PT X dilakukan oleh bendaharawan. Pada STP tersebut disebutkan PT X 

dikenakan denda pasal 7 undang-undang KUP sebesar Rp 2.000.000 atas 

keterlambatan SPT Masa PPN bulan september-desember, dan denda pasal 

14 ayat (4) undang-undang KUP sebesar Rp 349.433.834 

2. Terbitnya STP dengan sanksi yang harus ditanggung karena kekhilafannya 

tersebut, maka PT X membuat Surat Permohonan Penghapusan Sanksi 

Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) sebanyak dua kali sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 8 /PMK.03/2013. 

Dengan hasil keputusan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

ditolak oleh DJP, sehingga PT X wajib membayar sanksi yang telah di 

tetapkan. Pembayaran dilakukan secara diangsur karena PT X memenuhi 

persyaratan Pasal 20 PMK Nomor 242/PMK.03/2014.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan kasus Tugas Akhir, Saran yang dapat diberikan kepada PT X 

oleh penulis adalah diharapkan agar PT X dapat memperbaiki dan mempelajari 

terkait aturan perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai yang terbaru serta 

melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu membayar dan 

melaporkan Surat Pemberitahuan dan pembuatan E-Faktur secara tepat waktu. 

Sehingga meminimalisir akan adanya kejadian penerbitan Surat Tagihan Pajak 

kembali. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Surat Tagihan Pajak  
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Lampiran 2  

Surat Keputusan atas Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi 
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Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 
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